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ABSTRAK

NAUFAL MUHAMAD ZAHIR (1804489) PERAN ANGGOTA
PEREMPUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DESA SEBAGAI WUJUD PARTISIPASI
WARGA NEGARA

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi peraturan perUndang-Undangan yang
memberikan kesempatan pada kalangan perempuan di desa untuk memiliki tempat
dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dengan salah satu tugasnya
membentuk kebijakan pemerintah desa dalam peraturan desa. Perwakilan
perempuan di sini merupakan bentuk nyata partisipasi warga negara dalam kegiatan
politik. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait sejauh mana
peran anggota perempuan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan
peraturan desa dan tanggapan masyarakat perempuan di desa terhadap
perwakilannya. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini
dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi, dengan narasumber
yang dipilih secara purposive sampling dan teknik analisis data dengan cara reduksi
data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi, serta melakukan
validitas data. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (a) Pada tahap
perencanaan peraturan desa, anggota perempuan Badan Permusyawaratan Desa
memiliki peranan menjembatani aspirasi masyarakat kalangan perempuan sebagai
dasari inisiasi atau penyertaan ide dalam pembentukan peraturan desa. (b) Pada
tahap pembahasan peraturan desa, anggota perempuan Badan Permusyawaratan
Desa bertugas untuk memastikan rancangan peraturan desa yang dibahas tidak
memiliki ketimpangan dalam hal kebijakan sehingga tidak merugikan masyarakat
perempuan di desa. (c) Pada tahap pengundangan peraturan desa, anggota
perempuan BPD berperan mencari umpan balik atas peraturan desa yang telah
ditetapkan berupa masukan, kritik dan aspirasi dari masyarakat guna dijadikan
bahan evaluasi. (d) Pandangan masyarakat perempuan yang diwakili tokoh
perempuan di setiap dusun memiliki pesan positif terhadap perwakilan politik
mereka, anggota perempuan Badan Permusyawaratan Desa dianggap memiliki
peran aktif dalam menggali, menampung, dan mengelola aspirasi masyarakat
perempuan. (e) Kendala yang dihadapi anggota perempuan dalam pelaksanaan
peranan pembentukan peraturan desa, dilihat dari dua faktor yaitu faktor internal
dan eksternal. Faktor internal yang menjadi kendala adalah kapabilitas dan
kemampuan finansial sedangkan faktor eksternal yang menjadi kendala adalah
media penunjang dan rendahnya partisipasi masyarakat.
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ABSTRACT

NAUFAL MUHAMAD ZAHIR (1804489) THE ROLE OF FEMALE
MEMBERS OF THE VILLAGE CONSULTATIVE BODY IN THE
ESTABLISHMENT OF VILLAGE REGULATIONS AS A FORM OF
CITIZEN PARTICIPATION

Abstract: This research is motivated by laws and regulations that provide
opportunities for women in villages to have a place in the membership of the Village
Consultative Body with one of their duties to form village government policies in
village regulations. Female representation here is a tangible form of citizen
participation in political activities. This study aims to provide an understanding of
the extent of the role of female members of the Village Consultative Body in the
formation of village regulations and the response of women communities in villages
to their representatives. The data collection techniques carried out in this study
were carried out by means of interviews, observations, documentation, with
selected speakers by purposive sampling and data analysis techniques by means of
data reduction, data presentation, drawing conclusions and verification, and
conducting data validity. From the results of this study, it was found that (a) At the
planning stage of village regulations, female members of the Village Consultative
Body have a role in bridging the aspirations of the community among women as the
basis for initiation or inclusion of ideas in the formation of village regulations. (b)
At the stage of discussion of village regulations, female members of the Village
Consultative Body are tasked with ensuring that the draft village regulations
discussed do not have inequality in terms of policies so as not to harm the women's
community in the village. (c) At the stage of promulgating village regulations,
female members of BPD play a role in seeking feedback on established village
regulations in the form of input, criticism and aspirations from the community to
be used as evaluation materials. (d) The view of the women's community
represented by female leaders in each hamlet has a positive message towards their
political representatives, female members of the Village Consultative Body are
considered to have an active role in exploring, accommodating, and managing the
aspirations of the women's community. (e) Obstacles faced by women members in
the implementation of the role of village regulation formation, seen from two
factors, namely internal and external factors. Internal factors that become
obstacles are financial capabilities and capabilities while external factors that
become obstacles are supporting media and low public participation.
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam
Pembangunan Nasional

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
Peraturan di Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan
Permusyawaratan Desa

Peraturan Bupati Bogor Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Tertib Badan
Permusyawaratan Desa.
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